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JIKALAHARI BERDIRI PADA 26 Februari 2002 di Pekanbaru, Riau. 
Jikalahari hadir karena Deforestasi telah mencapai pada titik sangat 
mengkhawatirkan. Bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan yang 
melanda Riau, bukti bahwa hutan yang ada saat itu tidak lagi dapat 
menjaga keseimbangan lingkungan. Praktek-praktek pengelolaan hutan 
yang semestinya bisa menjamin kelestarian hutan alam di Riau tidak lagi 
bisa dipercaya, bahkan praktek pengelolaan hutan yang belangsung 
justru semakin mengancam keberadaan hutan dan masyarakat Riau. 
Slogan-slogan pengelolaan hutan untuk kesejahteraan masyarakat, pada 
kenyataannya yang terjadi justru sebaliknya. Kantong-kantong kemiskinan 
justru berada pada daerah-daerah di dalam dan di sekitar kawasan hutan.

JIKALAHARI berbentuk organisasi Jaringan yang Berbadan Hukum 
Perkumpulan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia RI Nomor AHU- 0000049.AH.01.07.TAHUN 2015 Tentang Pengesahan 
Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Jaringan Kerja Penyelamat Hutan 
Riau. 
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Sempena hari Pohon se-dunia pada 21 November 2021, Jikalahari bersama Begawai Institute dan 
Forum Siak Hijau melakukan penanaman 1000 pohon di Kampung Benteng Hulu, Mempura, Siak.
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Pada 10 November 2021, majelis hakim PN Rengat hukum perusahaan 
perkebunan sawit PT Gandaerah Hendana (GH) denda Rp 8 miliar dan Rp 208 
miliar untuk perbaikan lingkungan hidup. PT GH terbukti melanggar dakwaan 
alternatif  kesatu Pasal 98 ayat 1 huruf  (a) jo Pasal 118 jo Pasal 119 UU 32/2009. 
Inti putusan, PT GH terbukti sengaja tidak lengkapi sarana prasarana dan 
sistem pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga menyebabkan 
kerusakan lingkungan. Majelis hakim juga menilai PT GH tidak bertanggung 
jawab atas lahan usahanya dan juga tidak mengambil peran sebagai penanggung 
jawab utama atas kebakaran yang terjadi. 
 
Kasus yang ditangani oleh Direktoral Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ( KLHK) ini tak hanya 

I
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membawa PT GH ke meja hijau atas kasus karhutla, namun turut menguak 
keterlibatan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Indragiri Hulu (Inhu) 
membantu PT GH ‘menghapus’ tanggung jawab atas karhutla di kebunnya. 
 
Kepala BPN Inhu ini membantu PT GH untuk mengurangi areal kebun 
dalam izin Hak Hak Guna Usaha (HGU)nya—termasuk mengeluarkan areal 
yang terbakar seluas 580 ha— kurang dari sebulan setelah PT GH ajukan 
permohonan. Areal kebun sawit milik anak usaha dari Samsung Grup asal Korea 
Selatan ini terbakar pada 2 – 24 September 2019 seluas 580 ha di Desa Seluti, 
Kecamatan Lirik, Indragiri Hulu. 
 
Pada 8 Desember 2020, PT GH mengirimkan surat ke BPN Inhu meminta 
pengurangan areal perkebunannya dengan alasan areal berkonflik dengan 
masyarakat. Tak lama berselang, pada 4 Januari 2021, permohonan PT 
GH disetujui dengan diterbitkannya SK Kanwil BPN Riau No 26/SK-14.
NP.02.03/I/2021 tentang pengurangan areal HGU PT GH sebanyak 2.791,49 ha 
untuk dijadikan reforma agraria.

Tindakan BPN Inhu yang justru melindungi PT GH dari tindakan pidana ini 
melanggar Inpres 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Karhutla Poin 13 
huruf  b: Menteri ATR/ BPN memberikan sanksi kepada pemegang izin usaha 
yang telah menelantarkan izin hingga mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan. 
 
Pengurangan areal kebun ini jadi modus dari PT GH untuk lari dari tanggung 
jawab dan sayangnya didukung oleh BPN Inhu. Padahal jika melihat sejarah 
konflik perusahaan dengan masyarakat, tidak ada keinginan PT GH untuk 
mengurangi areal kerjanya untuk reforma agraria. Tercatat sejak Desember 2012 
hingga 9 Februari 2018 PT Gandaerah masih ngotot menguasai lahan dengan 
mengirim surat ke BPN Inhu, Camat Lirik dan Bupati Inhu. 
 
Praktik ini tak hanya terjadi di Inhu. Di tahun ini juga, kasus lainnya terkuak di 
Kuantan Singingi. Pada 18 Oktober 2021, KPK melakukan Operasi Tangkap 
Tangan (OTT) terhadap Sudarso General Manager PT Adimulya Agrolestari (PT 
AA), Paino (SM PT AA), Yuda dan Juang (supir PT AA), tak berapa lama, Andi 
Putra Bupati Kuansing ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait 
perpanjangan izin HGU di Kabupaten Kuantan Singingi. 
 
Kasus ini berawal dari pengajuan perpanjangan HGU oleh PT AA yang 
dimulai sejak tahun 2019 dan berakhir pada tahun 2024, di mana salah satu 
persyaratannya adalah membangun kebun kemitraan minimal 20% dari HGU 
yang diajukan. Namun, lokasi kebun kemitraan 20 % milik PT AA yang 
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dipersyaratkan tersebut, terletak di Kabupaten Kampar yang seharusnya berada 
di Kabupaten Kuantan Singingi. Agar persyaratan ini dapat terpenuhi, Sudarso 
kemudian mengajukan surat permohonan ke Andi Putra selaku Bupati Kuantan 
Singingi dan meminta supaya kebun kemitraan PT AA di Kampar disetujui 
menjadi kebun kemitraan. 
 
Andi menyampaikan bahwa kebiasaan dalam mengurus surat persetujuan dan 
pernyataan tidak keberatan atas 20 persen Kredit Koperasi Prima Anggota 
(KKPA) untuk perpanjangan HGU yang seharusnya dibangun di Kabupaten 
Kuantan Singingi dibutuhkan minimal uang Rp 2 miliar. Setelah ada kesepakatan, 
PT AA melalui Sudarso menyerahkan uang kepada Andi sebesar Rp 500 juta 
pada September 2021 dan Rp 200 juta pada 18 Oktober 2021. 
 
KPK juga mengamankan uang yang diserahkan kepada Andi Putra sebesar Rp 
500 juta, uang tunai dalam bentuk rupiah sebesar Rp80,9 juta dan mata uang 
asing sebesar SGD1.680 serta HP Iphone XR. 
Melalui jubir KPK Ali Fikri mengatakan “BPN terlibat dalam pengurusan dan 
penerbitan salah satu rekomendasi perizinan yang tidak selayaknya dijadikan 
persyaratan pengajuan HGU.” 
 
Dua kasus ini di atas menunjukkan korupsi di  sektor pertanahan terjadi pada 
rantai perizinan pertanahan pengurangan luasan dan perpanjangan HGU 
yang rentan dikorupsi. Dampaknya, perusahaan dapat dengan mudah lari dari 
tanggungjawabnya setelah melakukan Tindakan merusak lingkungan, atau 
memperoleh izin di atas areal yang dikelola masyarakat yang pada akhirnya 
menyebabkan konflik. 
 
Korupsi pertanahan salah satu korupsi terbesar di Provinsi Riau selain korupsi 
kehutanan dan pertambangan. Rantai korupsi pertanahan diduga terjadi di semua 
praktik pemberian perizinan korporasi perkebunan sawit. 
 
Selain korupsi pertanahan, sepanjang 2021 Jikalahari mengadvokasi kebijakan 
dan korporasi yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan kehutanan.

****
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Selama 2021, beberapa peraturan terkait lingkungan hidup dan kehutanan 
diterbitkan pemerintah, baik nasional maupun daerah. Beberapa di 
antaranya sebagai peraturan turunan dari UU Cipta Kerja, dan beberapa 
lainnya merupakan kebijakan baru ataupun perubahan dari peraturan 

sebelumnya. Jikalahari merangkum beberapa kebijakan yang diterbitkan pada 
2021 berkaitan dengan LHK:

1.	 Uji Formil UU Ciptaker

UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disahkan oleh DPR RI 
pada 5 Oktober 2020. Sejak proses penyusunan hingga pasca disahkan, 
UU ini banyak mendapat penolakan dari masyarakat. Awalnya UU ini 
dirancang untuk menjawab kebutuhan pekerja, pelaku usaha dan juga 
industri, namun muatan dari UU ini dinilai justru banyak merugikan 
pekerja, bahkan berdampak buruk terhadap lingkungan. 

II
kebijakan terkait lhk

Aksi Jikalahari bersama mahasiswa dan masyarakat Riau menolak RUU 
Cipta Kerja, Oktober 2020
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Permohonan uji formil terhadap UU ini pun diajukan oleh Migrant 
CARE, Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat, 
Mahkamah Adat Minangkabau dan Muchtar Said. Pada 25 November 
2021, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman membacakan putusan 
dengan nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan mengabulkan 
sebagian permohonan uji formil. 
 
Dalam putusannya, MK menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja 
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘tidak 
dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan’. 
MK menyatakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan 
dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu. 
 
Dalam putusan yang berjumlah 448 halaman tersebut, Mahkamah juga 
memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan 
perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan 
diucapkan. Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan 
perbaikan, maka UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara 
permanen. 
 
Selain itu, MK pun memerintahkan Pemerintah untuk menangguhkan 
segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas 
serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang 
berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja. 
 
Mahkamah menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 tahun 
pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU 
Cipta Kerja, maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan 
undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Cipta Kerja 
dinyatakan berlaku kembali. 
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2.	 Peraturan Pemerintah (PP)

Pada 2021, ada 6 PP yang diterbitkan sebagai peraturan pelaksana dari 
UU Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja yang berkaitan dengan 
penataan ruang, lingkungan hidup hingga kehutanan. Seluruh PP ini 
diterbitkan pada 2 Februari 2021.

a.	 PP Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan 
Penataan Ruang

Peraturan dengan jumlah pasal mencapai 254 ini mengatur 
beberapa hal meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan 
ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, pengawasan penataan 
ruang, pembinaandan kelembagaan penataan ruang.

b.	 PP Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

PP dengan jumlah pasal mencapai 534 ini berjumlah 483 
halaman ditambah penjelasan, mengatur soal persetujuan 
lingkungan, perlindungan dan pengelolaan mutu air, mutu 
udara, mutu laut dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup.

Selain itu peraturan ini juga mengatur pengelolaan limbah 
B3 dan Pengelolaan limbah nonB3, dana penjaminan untuk 
pemulihan fungsi lingkungan hidup, sistem informasi 
lingkungan hidup, pembinaan dan pengawasan serta pengenaan 
sanksi administratif.

c.	 PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan 
Kehutanan

PP ini berjumlah 301 pasal dalam dokumen setebal 218 halaman 
beserta penjelasan, peraturan ini mengatur beberapa hal di 
antaranya: perencanaan kehutanan serta perubahan peruntukan 
kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan.

Selain itu PP ini juga mengatur penggunaan kawasan hutan, 
tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan 
serta pemanfaatan hutan, pengelolaan perhutanan sosial, 
perlindungan hutan, pengawasan dan sanksi administratif
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d.	 PP Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengenaan 
Sanksi Administratif  dan Tata Cara Penerimaan Negara 
Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif  di 
Bidang Kehutanan

PP ini memiliki jumlah pasal mencapai 61 dalam dokumen 
setebal 60 halaman beserta penjelasan. PP ini mengatur 
beberapa hal di antaranya: inventarisasi data dan informasi 
kegiatan usaha yang telah terbangun di dalam kawasan hutan 
yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan. Peraturan ini 
juga membahas tata cara penyelesaian terhadap kegiatan usaha 
perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam kawasan 
hutan yang memiliki izin lokasi dan/ atau izin usaha di bidang 
perkebunan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan.

Selain itu juga mengatur tata cara pengenaan sanksi 
administratif  terhadap kegiatan usaha di dalam kawasan hutan 
yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan.   Juga tata 
cara perhitungan denda administratif, PNBP yang berasal dari 
denda administrative dan paksaan pemerintah.

e.	 PP Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian 
Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/
atau Hak atas Tanah

PP ini berjumlah 26 pasal dalam dokumen 34 halaman beserta 
penjelasan, peraturan ini mengatur soal: penyelesaian batas 
daerah, penyelesaian ketidaksesuaian RTRWP, RTRWK, 
Kawasan Hutan, Izin, konsesi, Hak Atas Tanah dan/ atau Hak 
Pengelolaan. 

Selain itu peraturan ini juga mengatur penyelesaian 
ketidaksesuaian garis pantai dengan Hak Atas Tanah, 
Hak Pengelolaan dan/atau Perizinan terkait kegiatan 
yang memanfdaatkan ruang laut. Selain itu juga mengatur 
penyelesaian ketidaksesuaian antara RTRL, RZ KSNT, RZ 
KAW dan/ atau RZWP-3-K dengan perizinan terkait kegiatan 
yang memanfaatkan ruang laut dan kelembagaan dan tata kelola 
penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin, 
konsesi, ha katas tanah dan/atau hak pengelolaan.
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f.	 PP Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak 
Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah

PP dalam berkas setebal 99 halaman ini memuat 104 pasal 
mengatur soal hak pengelolaan, hak guna usaha, hak guna 
bangunan, dan hak pakai atas tanah, satuan rumah susun, ha 
katas tanah atau hak pengeolaan pada ruang atas tanah dan 
ruang bawah tanah serta pendaftaran tanah.  Peraturan ini juga 
membahas terkait pengawasan dan pengendalian terhadap hak 
pengelolaan dan hak atas tanah. 

PP ini juga mendorong percepatan pendaftaran tanah berbasis 
elektronik untuk mengatasi berbagai hambatan dan tantangan 
birokrasi dan regulasi untuk percepatan pertumbuhan 
ekonomi dan bisnis Indonesia. Peraturan ini juga ditujukan 
untuk mengatasi masalah keterbatasan ketersediaan lahan bagi 
pengembangan bangunan dan infrastruktur.

3.	 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permenlhk)

a.	 Permenlhk Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Program 
Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam 
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Lingkungan 
Hidup Nomor 03 Tahun 2014 tentang Program Penilaian 
Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan 
Hidup. Diterbitkan pada 2 Februari 2021, permenlhk ini 
memuat 53 pasal dengan tebal dokumen 312 halaman beserta 
lampiran. 

Dalam peraturan ini dijelaskan Menteri melakukan pembinaan 
dan pengawasan kinerha poenanggungjawab usaha dan/
atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang 
diselenggarakan mnelalui proper dengan tahapan: perencanaan, 
pelaksanaan, penerapan peringkat dan pemberian penghargaan, 
pembinaan dan penegakan hukum.
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b.	 Permenlhk Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penugasan 
Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan Kepada 7 Gubernur untuk Kegiatan 
Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2021

Peraturan ini menggantikan Permenlhk Nomor P.8/Menlhk/
Setjen/KUM.1/2/2020 Tentang Penugasan Sebagian Urusan 
Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Kepada 7 Gubernur untuk Kegiatan Restorasi Gambut Tahun 
Anggaran 202o. Diterbitkan pada 22 Februari 2021, peraturan 
yang memuat 29 pasal dalam dokumen setebal 72 halaman ini 
memuat penugasan urusan terkait restorasi gambut kepada 
Gubernur Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, 
Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Papua.

Peraturan ini mengatur terkait penugasan, koordinasi program, 
kegiatan, dan anggaran tugas pembantuan, pelaksanaan dan 
pelaporan serta barang hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan 
pembinaan serta pengawasan. 

c.	 Permenlhk Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar 
Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan

Peraturan ini diterbitkan pada 1 April 2021 dengan tebal 
dokumen 371 halaman.  Peraturan ini menjadi peraturan 
pelaksana dari Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 
Tentangt Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 
Dalam peraturan ini diatur terkait standar kegiatan usaha 
yang memiliki risiko terkait lingkungan hidup dan kehutanan 
dilakukan secara terintegrasi dalam bentuk elektronik.

Usaha yang dimaksud terkait kegiatan usaha pemanfaatan hutan 
produksi seperti pemanfaatan kayu hutan tanaman pada hutan 
produksi, hutan alam serta pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. 
Selain itu juga pemanfaatan kayu hasil restorasi ekosistem pada 
hutan alam serta usaha kehutanan lainnya. Peraturan ini juga 
mengatur perizinan terjait kegiatan usaha pemanfaatan hutan 
lindung, serta usaha pengolahan hasil hutan skala besar dan 
menengah. 
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Selain usaha pemanfaatan, peraturan ini juga mengatur standar 
kegiatan untuk pengelolaan limbah B3, air limbah, pemanfaatan 
jasa lingkungan pada kawasan konservasi, pemanfaatan 
tumbuhan dan satwa liar hingga pembenihan tanaman hutan.  

d.	 Permenlhk Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha 
dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis 
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya 
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan 
Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan 
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.	

Peraturan ini menjadi peraturan pelaksana dari Peraturan 
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan 
diterbitkan pada 1 April 2021. Peraturan ini mencabut peraturan 
sebelumnya nomor P.38/ Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2019 
tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Memiliki 
Analisis Dampak Lingkungan Hidup.

Peraturan ini mengatur usaha dan/atau kegiatan yang wajib 
memiliki Amdal, UKL-UPL, SPPL serta penambahan atau 
pengurangan daftar usaha yang wajib memiliki dokumen-
dokumen tersebut. Dalam lampiran peraturan ini dijelaskan jenis 
usaha terkait, skala besaran Amdal, UKL-UPL, SPPL, alasan 
ilmiah Amdal serta kategori Amdal atau kategori UKL-UPL. 

e.	 Permenlhk Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara 
Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan 
Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran 
Lingkungan

Peraturan ini diterbitkan pada 1 April 2021 sebagai peraturan 
pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 
Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup. Dalam peraturan ini diatur soal tata cara 
penerbitan persetujuan tenis dan SLO kegiatan pembuangan 
dan/atau pemanfaatan air limbah dan pembuangan emisi. 

Peraturan dengan 55 pasal dalam dokumen setebal 264 halaman 
ini mencabut beberapa peraturan di antaranya Permenlh Nomor 
12 Tahun 2006, Permenlh Nomor 13 Tahun 2007, Permenlh 
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Nomor 1 Tahun 2010, Permenlhk Nomor P.102/Menlhk/
Setjen/Kum.1/11/2018, Kepmenlh Nomor 28 Tahun 2003 dan 
Kepmenlh Nomor 29 Tahun 2003. 

f.	 Permenlhk Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan 
Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan 
Beracun (B3)

Peraturan ini merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan 
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan 
diterbitkan pada 1 April 2021. Peraturan ini menjelaskan tata 
cara dan persyaratan untuk penerapan status, pengurangan, 
penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, 
pengolahan hingga penimbunan limbah B3. Selain itu juga 
mengatur soal dumping (pembuangan) limbah, perpindahan 
lintas batas limbah B3 dan permohonan dan penerbitan 
persetujuan teknis PLB3 dan SLO-PLB3.

Peraturan ini mencabut beberapa Peraturan Menteri Lingkungan 
Hidup nomor 18 Tahun 2009, Permenlhk Nomor P.63/
Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 dan Permenlhk P.95/Menlhk/
Setjen/Kum.1/11/2018, Permenlhk Nomor P.12/MENLHK/
SETJEN/KUM.1/ 4/2018, Permenlhk Nomor P.20/
MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Permenlhk Nomor 
P.4/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/1/2020, Permenlhk Nomor 
P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.3/ 4/2020 serta Permenlhk 
Nomor P.12/MENLHK/SETJEN/PLB.3 /5/2020. 

Selain itu, peraturan ini juga mencabut Permenlhk Nomor 
P.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 8/2020, Keputusan 
Kepala Bapedal Nomor KEP-03/BAPEDAL/09/1995 serta 
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 128 
Tahun 2003. 

g.	 Permenlhk Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan 
Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan 
Perubahan Fungsi Kawasa Hutan, serta Penggunaan 
Kawasan Hutan

Peraturan ini merupaka turunan dari Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. 
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Peraturan dalam dokumen setebal 529 halaman ini mengatur 
terkait perencanaan kehutanan, perubahan peruntukan kawasan 
hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan serta penggunaan 
kawasan hutan. Peraturan yang diterbitkan pada 1 April 2021 ini 
mencabut beberapa peratutan Menteri kehutanan dan peraturan 
Menteri lingkungan hidup dan kehutanan sebelumnya, di 
antaranya:

•	 Permenhut Nomor P.67/Menhut-II/2006, Nomor 
6 Tahun 2009, Nomor P.34/MENHUTII/2010, 
Nomor P.36/MENHUTII/2010, Nomor P.42/
MENHUTII/2010, Nomor P.44/MENHUTII/2012 
dan Permenhut Nomor P.43/MENHUT-II/2013.

•	 Permenlhk Nomor P.93/MENLHK/SETJEN/
KUM.1/ 12/2016, P.27/MENLHK/ SETJEN/
KUM.1/ 7/2018, P.17/MENLHK/SETJEN/
KUM.1/ 5/2018, P.96/MENLHK/ SETJEN/
KUM.1/ 11/2018, P.97/MENLHK/SETJEN/
KUM.1/ 11/2018, P.15/MENLHK/ SETJEN/
KUM.1/ 5/2018, P.65/MENLHK/SETJEN/
KUM.1/ 10/2019 dan P.24/MENLHK/SETJEN/
KUM.1/ 10/2020 

h.	 Permenlhk Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan 
dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta 
Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan 
Produksi

Peraturan setebal 911 halaman diterbitkan pada 1 April 
2021 sebagai peraturan pelaksana dari PP Nomor 23 Tahun 
2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Peraturan ini 
mengatur soal tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan 
hutan, PBPH, usaha pemanfaatan hutan, pengolahan hasil 
hutan, penjaminan legalitas hasil hutan, PUHH serta PNBP 
Pemanfaatan Hutan.

Selain itu, peraturan ini juga mengatur pembinaan, pengendalian 
serta pengawasan pemandaatan hutan dan pengolahan 
hasil hutan hingga tata cara pengenaan sanksi administratif  
pemanfaatan hutan dan pengolahan hasil hutan. Peraturan ini 
mencabut 62 permenhut hingga permenlhk. 
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i.	 Permenlhk Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan 
Perhutanan Sosial

Peraturan ini terbit pada 1 April 2021 dengan tebal dokumen 
268 halaman, menjadi peraturan pelaksan dari Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 
Kehutanan. Peraturan in mengatur soal persetujuan pengelolaan 
perhutanan sosial (PS), kegiatan pengelolaan PS, pengelolaan PS 
pada ekosistem gambut, jangka benah kebun rakyat, pembinaan, 
pengawasan dan pengendalian hingga percepatan pengelolaan 
PS serta sanksi administratif.

Peraturan ini mencabut 5 peraturan berkaitan dengan PS di 
antaranya:

•	 Permenhut Nomor P.3/MENHUT-II/2012 tentang 
Rencana Kerja pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 
Kayu Hutan Tanaman Rakyat;

•	 Permenlhk Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/
KUM.1/10/ 2016 tentang PS;

•	 Permenlhk Nomor P. 37/MENLHK/SETJEN/
KUM.1/7/ 2019 tentang PS pada Ekosistem 
Gambut;

•	 Permenlhk Nomor P.11/MENLHK/SETJEN/
KUM.1/5/ 2020 tentang Hutan Tanaman Rakyat;

•	 Permenlhk Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/
KUM.1/8/ 2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak
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4.	 Peraturan Gubernur/ Peraturan Bupati

a.	 Peraturan Gubernur Nomor  5 Tahun 2021 Tentang 
Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 
2020 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Pembelian 
Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun di 
Provinsi Riau

Peraturan gubernur ini merupakan peraturan perubahan dari 
Pergub No 77 Tahun 2020. Dalam peraturan yang diterbitkan 
pada 24 Maret 2021 ini terdapat 4 pasal yang diubah meliputi 
pasal 1 ketentuan umum, Pasal 5 terkait mekanisme penetapan 
harga pembelian TBS dimana ada 3 ayat yang diubah dan 
1 ayat yang dihapus. Begitu pula dengan pasal 8 dimana 
ada ada penambahan 2 ayat terkait penetapan indeks “K” 
dan perubahan pada pasal 11 ayat 8 terkait pembelian dan 
pembayaran TBS. Peraturan ini diubah untuk penyesuaian 
periode penetapan harga pembelian tandan buah segar kelapa 
sawit yang diproduksi oleh pekebun di Provinsi Riau. 

Perubahan paling krusial dalam peraturan ini terletak pada 
Pasal 1 ayat 11. Pada peraturan sebelumnya dijelaskan pekebun 
mitra adalah pekebun yang telah bergabung dalam kelembagaan 
pekebun dan telah menjalin hubungan kerjasama/ kemitraan 
dalam hal pengelolaan TBS dan penanganan produksi mitra 
plasma dan mitra swadaya dengan perusahaan perkebunan 
secara permanen minimal 10 tahun. Kemitraan disahkan kepala 
dinas seusia dengan kewenangannya. 

Dalam peraturan perubahan terbaru, jangka wakti 10 tahun 
telah dihapus. Sehingga pekebun mitra cukup telah bergabung 
dalam Lembaga pekebun dan telah menjalin hubungan 
kemitraan. 

b.	 Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 tahun 2021 Tentang 
Riau Hijau

Peraturan ini diterbitkan sebagai peraturan pelaksana berkaitan 
dengan Rencana Aksi Nasional untuk Penurunan Emisi Gas 
Rumah Kaca dan mendorong pembangunan Provinsi Riau yang 
berwawasan lingkungan (Riau Hijau). Peraturan ini diterbitkan 
pada 21 April 2021 dengan tujuan menjadi pedoman untuk 
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melaksanakan program dan kegiatan untuk mewujudkan 
pembangunan berwawasan lingkungan secara menyeluruh dan 
terintegrasi. 

c.	 Peraturan Gubernur Riau Nomor 15 Tahun 2021 Tentang 
Rencana Aksi daerah Pengurangan dan Penghapusan 
Merkuri di Provinsi Riau

Peraturan ini diterbitkan pada 10 Mei 2021 sebagai peraturan 
pelaksana dari Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 
Tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan 
Merkuri. Dalam pelaksanaan pengurangan dan penghapusan 
merkuri, strategi yang digunakan di antaranya, penguatan 
komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi, penguatan 
koordinasi dan kerjasama antar pemerintah daerah serta 
pembentukan sistem informasi. 

Selain itu juga dilakukan penguatan keterlibatan masyarakat 
melalui komunikasi, informasi dan edukasi, penguatan 
komitmen dunia usaha dalam pengurangan merkuri serta 
penerapan teknologi alternatif  ramah lingkungan. 

Ditargetkan, pada 2030 terjadi pengurangan merkuri sebesar 50 
persen untuk bidang prioritas manufaktur dan penghapusan 100 
persen pada 2025 untuk bidang prioritas pertambangan emas 
skala kecil dan bidang Kesehatan.   

d.	 Peraturan Gubernur Riau Nomor 23 Tahun 2021 tentang 
Satu Data Provinsi Riau

Peraturan ini diterbitkan pada 30 Juni 2021 dan ditujukan untuk 
perbaikan tata kelola data pemerintah agar data lebih akurat, 
mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah 
diakses dan dibagipakaikanm serta dikelola secara terintegrasi 
dan berkelanjutan. Ruang lingkup pertaruan ini berkaitan 
jenis dan sumber data, prinsip satu data, penyelenggara dan 
penyelenggaraan satu data, kerjasama, peran masyarakat, 
monitoring dan evaluasi dan pembiayaan. Dalam peraturan ini 
juga dibahas terkait pengumpulan dan penyebarluasan data.

****
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Sepanjang 2021 Jikalahari aktif  terlibat dalam mendorong perbaikan 
kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan di Riau. 
Baik terlibat dalam merumuskan draf  hingga memberikan masukan 
kepada pemerintah. Jikalahari juga terlibat menginisiasi beberapa gerakan 

bersama jaringan organisasi masyarakat sipil atau merancang aksi kolaborasi 
bersama masyarakat. Berikut beberapa advokasi yang dilakukan sepanjang 2021: 

III
advokasi jikalahari 2021

Jikalahari bersama seniman Riau menginisiasi aksi kolaborasi bersama pemerintah untuk  
perbaikan dan perlindungan terhadap hutan alam tersisa di Riau. Melalui Forest Art: 

Zamrud Tesso Nilo , gerakan untuk merangkul generasi muda peduli terhadap penyelamatan 
lingkungan  Salah satunya diskusi bersama Prof  Yusmar Yusuf  langsung di Taman nasional 

Zamrud. Desember 2021.
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1.	 Riau Hijau

Pada 20 Februari 2020, Syamsuar bersama Edy Natar Nasution dilantik 
menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau. Syamsuar langsung 
menerbitkan 10 agenda program prioritas dalam 100 hari kerja, salah satunya 
program Riau Hijau yang melibatkan partisipasi publik.

Untuk mendukung program Gubernur Riau, Jikalahari bersama jaringan 
menyusun konsep Riau Hijau versi CSO. Riau Hijau didefinisikan sebagai 
arah pembangunan  dan kebijakan provinsi yang mendorong prinsip-prinsip 
kelestarian, keadilan dan berkelanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam 
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Maksud dari kebijakan Riau Hijau adalah sebagai rujukan arah pembangunan 
Provinsi Riau yang mendorong prinsip-prinsip keberlanjutan dan kelestarian 
dengan berbasis kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan 
tujuan dari kebijakan Riau Hijau sebagai kondisi yang diharapkan sebagai 
hasil dari kebijkan Riau Hijau ialah:

a.	 Menghentikan kerusakan SDA khususnya hutan alam tersisa, ekosistem 
gambut, Daerah Aliran Sungai (DAS), sungai, pesisir dan pulau-pulau 
kecil untuk menghindari dan mencegah terjadinya bencana ekologi di 
Riau. 

b.	 Pemulihan lingkungan, khususnya ekosistem gambut, DAS, pesisir dan 
pulau-pulau kecil secara terintegrasi dengan mengedepankan prinsip 
kelestarian dan berkelanjutan serta melibatkan masyarakat sebagai 
bagian tak terpisahkan dari lingkungan dan ekosistemnya.

c.	 Pengelolaan SDA Riau di masa depan yang terintegrasi dengan 
kepentingan masyarakat dan menjaga SDA dengan prinsip kelestarian 
dan berkelanjutan. 

d.	 Penanggulangan kemiskinan melalui jaminan hak dan akses 
pemanfaatan SDA/Hutan dan alam kepada masyarakat untuk 
mengurangi kesenjangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat 
termasuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan 
perekonomian pedesaan, pemberdayaan ekonomi perempuan, 
pembangunan sektor ketenagakerjaan dan menciptakan lapangan 
pekerjaan baru. 

e.	 Ketahanan pangan melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan penerapan 
pertanian pangan berkelanjutan.
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Pada Desember 2020, konsep Riau Hijau ini telah diserahkan kepada 
Gubernur melalui Bappeda untuk dilakukan pembahasan bersama OPD 
se-Provinsi Riau. Lalu pada 21 April 2021, Gubernur Riau menerbitkan 
Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 tahun 2021 Tentang Riau Hijau. 

Peraturan ini diterbitkan sebagai peraturan pelaksana berkaitan dengan 
Rencana Aksi Nasional untuk Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan 
mendorong pembangunan yang berwawasan lingkungan (Riau Hijau) dengan 
tujuan menjadi pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan untuk 
mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan secara menyeluruh dan 
terintegrasi.

2.	 Ranperda Siak Hijau

Pada 22 Juli 2018 Bupati Siak, Syamsuar mendeklarasikan Siak sebagai 
Kabupaten Hijau dengan menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 
2018 tentang Siak Kabupaten Hijau. Untuk memperkuat peraturan ini, 
Jikalahari mendorong Bupati Alfedri untuk mengusulkan peraturan bupati ini 
menjadi peraturan daerah ke DPRD Siak. 

Pada Desember 2020, draf  Rancanan Peraturan Daerah (Ranperda) 
Kabupaten Siak tentang Siak Kabupaten Hijau telah diserahkan kepada 
DPRD untuk segera dilakukan pembahasan. Dalam pembahasan yang 
dilakukan oleh DPRD Siak, Jikalahari ikut memberikan masukan untuk 
perbaikan Ranperda ini. Hampir setahun setelah diserahkan kepada DPRD 
Siak, pada 24 Desember 2021, DPRD Siak melakukan pembahasan dan 
mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang Siak Kabupaten 
Hijau.

3.	 Rancangan Undang - Undang Provinsi Riau

RUU Provinsi Riau pertama kali bergulir pada November 2020, saat Tim 
Kerja Penyusunan Konsep Awal Naskah Akademik dan RUU Provinsi Riau 
dari Badan Keahlian DPR RI berkunjung ke Lembaga Adat Melayu (LAM) 
Riau. 

Tim ini juga mendatangi Pemerintah Provinsi Riau, Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, Lembaga Adat Melayu Riau, 
akademisi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, akademisi Fakultas Ilmu 
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Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, akademisi Institut Pemerintahan 
Dalam Negeri, Pusat Kajian SDGs Universitas Islam Riau, Forum 
Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR), dan Ikatan Cendekiawan 
Muslim Indonesia (ICMI) Provinsi Riau. Tapi tidak membuka ruang untuk 
masyarakat Riau memberi aspirasi, kritikan dan masukan yang berhubungan 
dengan kehidupan sehari-hari yang dilakukan masyarakat Riau. 

Sayangnya, Tim Kerja Naskah Akademik bentukan DPR RI ini tidak ada 
satupun yang berasal dari Riau. Secara garis besar, Naskah Akademik RUU 
ini tidak secara utuh menggambarkan situasi, kondisi dan peristiwa yang 
dialami oleh masyarakat Riau. 

Pembahasan yang dijalankan oleh tim kerja naskah akademik bentukan 
DPR RI tidak membuka ruang untuk masyarakat Riau memberi aspirasi, 
kritikan dan masukan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari yang 
dilakukan masyarakat Riau. 

Selain itu, tidak ada satupun tim kerja naskah akademik bentukan DPR RI ini 
yang berasal dari Riau. Secara garis besar, Naskah Akademik RUU ini tidak 
secara utuh menggambarkan situasi, kondisi dan peristiwa yang dialami oleh 
masyarakat Riau. 

Untuk mengawal RUU ini, Jikalahari bersama LAM Riau membentuk 
Koalisi Percepatan RUU Provinsi Riau. Selama pembahasan sejak Maret 
hingga September 2021, koalisi menemukan 9 isu krusial di antaranya: Riau 
Masih Provinsi Darurat, Kemiskinan dan Kekurangan Infrastruktur dialami 
Masyarakat Adat, Sumberdaya Alam Riau berupa Pertambangan dan Migas, 
Kehutanan, serta Perkebunan Dikuasai Segelintir Pengusaha dan Perusakan 
dan pencemaran Lingkungan Hidup akibat Monopoli SDA di Riau.

Selain itu, Hancurnya Salah Satu Sumber Kebudayaan Melayu berupa 
Perusakan dan Perampasan Hutan dan Tanah, Punahnya Keanekaragaman 
Hayati berupa Harimau Sumatera, Gajah Sumatera, Flora dan Fauna serta 
Gambut karena monopoli, Riau Mengalami Bencana Hidrometeorologi 
dan Kabut Asap Karhutla akibat Rusaknya Ruang Ekologis, Kedaulatan 
Masyarakat Adat yang belum diakui serta Tidak ada komitmen pemajuan 
kebudayaan menjadi isu krusial dalam RUU Provinsi Riau ini. 

Dalam pembahasan, terdapat 5 kekhasan yang dimiliki Provinsi Riau di 
antaranya: 
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Pertama, Kebudayaan Melayu. Provinsi Riau memiliki budaya Melayu Riau 
yang berfungsi untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Riau 
sangat menentukan masa depan Provinsi Riau karena masyarakat itulah yang 
membangun Provinsi Riau. Pada masa ini budaya melayu Riau diterjang oleh 
pengglobalan, banyaknya masuk budaya asing semua pengaruh itu membuat 
budaya melayu riau akan rusak dan bahkan mungkin musnah sehingga 
hilangnya indentitas melayu Riau. 

Kedua, Masyarakat Adat. Sayangnya Masyarakat adat mengalami 
keterpinggiran, kriminalisasi bahkan pemusnahan kehidupan mereka dari 
pembangunan yang dilakukan pemerintah Provinsi Riau. Padahal jauh 
sebelum Indonesia merdeka, masyarakat adat sudah ada di Riau yang tersebar 
diseluruh kabupaten dan kota. Sampai detik ini, masyarakat adat di Riau 
masih ada kurang lebih 300 suku. 

Ketiga, Ruang Ekologis Riau memiliki kekhasan bukan saja karena adanya 
masyarakat adat dan kebudayaannya, juga memiliki keanekaragaman hayati 
berupa flora dan fauna langka, hutan hujan tropis, gambut, sunga, laut. 
Ruang ekologis ini ditempati oleh makhluk hidup termasuk didalamnya 
masyarakat adat dan tempatan. Dalam perkembangannya, ruang ekologis ini 
mulai hancur dan rusak, bahkan punah karena aktifitas legal maupun illegal 
dari korporasi. Ruang ekologis ini harus diselamatkan melalui kebijakan, 
tanggungjawab dan wewenang kepala daerah di Provinsi Riau. 

Keempat, Lembaga Adat Melayu Riau. Riau memiliki Lembaga Adat Melayu 
Riau yang telah memiliki dasar hukum Perda Provinsi Riau No 1 Tahun 
2012 tentang Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau. Menjadi penting dalam 
penguataanya pada undang-undang Provinsi Riau. 

Kelima, Ekonomi Riau Hijau. Provinsi Riau kaya akan sumberdaya alam seperti; 
gas dan minyak bumi, hasil perkebunan, kehutanan dan hasil laut. Namun 
selama ini pemanfaatan sumberdaya alam tidak dilakukan secara adil dan 
berkelanjutan. Hampir ¾ dari luasan Provinsi Riau dikuasai oleh segelintir 
orang untuk perkebunan sawit dan HTI. Kedepan pendekatan pembangunan 
berkelanjutan dilaksanakan untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam 
di Provinsi Riau dilakukan secara adil, meningkatkan kesejahteraan rakyat, 
bertanggung jawab dan memperhatikan pelestarian lingkungan hidup.

Pada 5 Oktober 2021, usulan RUU Provinsi Riau dari Koalisi telah 
diserahkan kepada Gubernur Riau. Dan gubernur telah menyerahkan RUU 
ini kepada Tim Kerja Penyusunan Konsep Awal Naskah Akademik dan 
RUU Provinsi Riau dari Badan Keahlian DPR RI pada Oktober 2021.
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4.	 Forest Art: Zamrud Tesso Nilo

Sempena Hari Ibu 22 Desember 2021, Jikalahari bersama Walhi Riau, 
Begawai Insitut dan Paradigma taja kegiatan Forest Art: Zamrud Tesso Nilo. 
Kegiatan ini dilakukan di dua tempat yang berbeda yaitu Taman Nasional 
Tesso Nilo, Pelalawan dan Taman Nasional Zamrud, Siak.

Di Taman Nasional Tesso Nilo, pemerintah telah menerbitkan kebijakan 
Revitalisasi Ekosistem Tesso Nilo (RETN) berbasis masyarakat. RETN 
hendak memulihkan eks HPH PT Siak Raya Timber dan PT Hutani Sola 
Lestari seluas 39.757 hektar eks PT SRT, 32.630 hektar PT HSL dan 83.069 
hektar TN Tesso Nilo. 

Untuk menjalankan Revitalisasi Berbasis Masyarakat Menteri LHK 
menerbtikan SK.267/Menlhk/Setjen/HPL.4/3/2016 Tentang Tim 2 
Operasional RETN tertanggal 31 Maret 2016. Tim ini terdiri atas pemerintah 
pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan masyarakat sipil. 
Model tim kerja dengan kolaborasi pemerintah dan masyarakat sipil menjadi 
pionir utama di tingkat tapak bersama masyarakat.

Selain TN Teso Nilo, kegiatan ini juga dilaksanakan di TN Zamrud. TN 
Zamrud awalnya diusulkan oleh Bupati Siak dan setelah 11 tahun, baru pada 
2016 Zamrud ditetapkan menjadi Taman Nasional oleh Menteri LHK Siti 
Nurbaya dengan diterbitkannya SK No.350/Menlhk/ Setjen/PLA.2/5/2016 
tentang Taman Nasional Zamrud tertanggal 4 Mei 2016. 

TN Zamrud berasal dari penggabungan SM dengan HP Tasik 3 Besar 
Serkap seluas 31.480 hektar. TN Zamrud berasal dari 28.236 hektar SM 
Danau Pulau Besar Danau Bawah, sisanya 3.242 hektar berasal dari HP Tasik 
Besar Serkap. Keunikan TN Zamrud; bentang alamnya berupa danau rawa 
gambut dengan luas 31.480 hektar (terluas ke-3 di dunia), terdapat dua danau 
yaitu Danau Pulau Besar dan Pulau Kecil (2.416 hektar), dihuni ikan Arwana 
dan Belida serta 38 jenis burung, 12 di antaranya jenis yang dilindungi.

TN Zamrud diluncurkan pada 22 Juli 2016 bertepatan dengan acara 
peringatan Hari Lingkungan Hidup se-Dunia di Kabupaten Siak oleh Wakil 
Presiden Jusuf  Kalla dan Menteri LHK Siti Nurbaya. Tepat di hari itu pula, 
MenLHK Siti Nurbaya mencanangkan Siak Kabupaten Hijau.

Kegiatan  ini bertujuan; mensosialisasikan model penyelesaian adaptasi 
dan mitigasi perubahan iklim berupa aksi koreksi kebijakan dalam bentuk 
penyelamatan hutan alam tersisa dan pemulihan kerusakan hutan berbasis 
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masyarakat. Menjadi model penyelesaian penguasaan sawit di Taman 
Nasional di Indonesia. Melibatkan generasi muda dan kaum perempuan 
untuk menjaga warisan Zamrud dan Tesso Nilo untuk melakukan aksi-
aksi nyata melalui rehabilitasi hutan dan lahan. Mendorong pemerintah 
mengadopsi model penyelesaian sawit dalam kawasan hutan dengan 
melibatkan kolaborasi dengan masyarakat sipil.

Konsep kegiatan ini menggunakan momen Hari Ibu Sedunia pada 22 
Desember 2021. Ibu adalah hutan dan lingkungan hidup. Ibu merawat 
generasi muda yang akan meneruskan dan menjaga hutan bersama makhluk 
ekologis. Hari Ibu hendak menyadarkan generasi muda untuk sama-sama 
melawan perubahan iklim. Untuk memudahkan dan menyampaikan pesan 
kreatif, helat ini disajikan dengan pertunjukan kebudayaan dan kesenian agar 
mudah diterima, dicerna dan menginternalisasi dalam kehidupan sehari-hari.

5.	 Korupsi Pertanahan

Korupsi pertanahan terus terjadi di Riau. Korupsi ini melibatkan 
Kementerian ATR/BPN dari tingkat pusat hingga daerah. Ini sejalan 
dengan pernyataan Guspardi Gaus, Anggota Panja Mafia tanah DPR RI 
“Praktik Praktik mafia tanah tidak mungkin tidak melibatkan orang dalam 
Kementerian ATR/BPN”

Di Riau misalnya, Kepala BPN Indragiri Hulu (Inhu) dengan cepat 
mengurangi Hak Guna Usaha (HGU) PT Gandaerah Hendana (GH) di Desa 
Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Inhu. Kasus ini berawal dari kebakaran 
yang terjadi di konsesi PT GH pada September 2019 seluas 580 ha. 

Untuk menghindari hukuman, Pada 8 Desember 2020, PT Gandaerah 
mengirimkan surat ke BPN Inhu meminta pengurangan areal 
perkebunannya—termasuk di dalamnya areal yang terbakar— dengan alasan 
areal berkonflik dengan masyarakat.

Tak lama berselang, pada 4 Januari 2021, permohonan PT GH 
disetujui dengan diterbitkannya SK Kanwil BPN Riau No 26/SK-14.
NP.02.03/I/2021 tentang pengurangan areal HGU PT GH sebanyak 
2.791,49 ha untuk dijadikan reforma agraria. Padahal selama ini, sejak 
Desember 2012 hingga 9 Februari 2018 PT Gandaerah masih ngotot 
menguasai lahan dengan mengirim surat ke BPN Inhu, Camat Lirik dan 
Bupati Inhu.
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Selain di Inhu, korupsi izin pertanahan juga terjadi di Kabupaten Kuantan 
Singingi. Pada 18 Oktober 2021, KPK melakukan OTT terhadap Sudarso 
(GM PT AA), Paino (SM PT AA), Yuda dan Juang (supir PT AA), tak 
berapa lama, Andi Putra Bupati Kuansing ditetapkan sebagai tersangka kasus 
dugaan suap terkait perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) sawit di 
Kabupaten Kuantan Singingi.

Kasus ini berawal dari pengajuan perpanjangan HGU oleh PT Adimulya 
Agrolestari (AA) yang dimulai sejak tahun 2019 dan berakhir pada tahun 
2024, dimana salah satu persyaratannya adalah membangun kebun kemitraan 
minimal 20% dari HGU yang diajukan.

Andi menyampaikan bahwa kebiasaan dalam mengurus surat persetujuan 
dan pernyataan tidak keberatan atas 20 persen Kredit Koperasi Prima 
Anggota (KKPA) untuk perpanjangan HGU yang seharusnya dibangun 
di Kabupaten Kuantan Singingi dibutuhan minimal uang Rp 2 miliar. 
Setelah ada kesepatakan, PT AA melalui Sudarso, General Manager PT AA 
meyerahkan uang kepada Andi sebesar Rp 500 juta pada September 2021 
dan Rp 200 juta pada 18 Oktober 2021.

Dalam OTT KPK pada 18 Oktober 2021, KPK mengamankan; Andi Putra, 
Bupati Kuansing, Hendri Kurniadi, Ajudan Bupati, Andri Meiriki Staf  
Bupati, Deli Iswanto Supir Bupati, Sudarso, General Manager PT Adimulya 
Agrolestari, Paino dan Juang, supir PT Adimulya Agrolestari.

KPK juga mengamankan uang yang diserahkan kepada Andi Putra sebesar 
Rp 500 juta, uang tunai dalam bentuk rupiah sebesar Rp80,9 juta dan mata 
uang asing sebesar SGD1.680 serta HP Iphone XR.

Modus korupsi pengurangan dan perpanjangan HGU nampaknya 
perlu diperhatikan oleh KPK dan Pemerintah karena HGU perusahaan 
perkebunan sawit di Provinsi Riau akan habis masa berlakunya. Bukan 
saja modus pengurangan dan perpanjangan HGU, tapi modus lainnya 
dalam seluruh rangkai perizinan pertanahan wajib dipantau oleh KPK dan 
Pemerintah.
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6.	 Tolak Sawit jadi Tanaman Hutan

Isu sawit jadi tanaman hutan kembali muncul, pada 25 November 2021, 
kepala Pusat Studi Kajian Advokasi dan Konservasi Alam Prof. Yanto 
Santosa mengusulkan agar tanaman tersebut diatur sebagai tanaman 
hutan dalam Seminar Nasional  “Permasalahan, Prospek dan Implikasi 
Sawit Sebagai Tanaman Hutan”. Pada 2018, Prof. Yanto juga mengajukan 
ihwal serupa. Alasannya, untuk menepis tudingan sawit sebagai penyebab 
hilangnya tutupan hutan di Indonesia.

Temuan Jikalahari, sawit di dalam kawasan hutan justru menjadi pemicu 
pembabatan hutan di berbagai provinsi di Indonesia, salah satunya adalah 
Riau. Berdasarkan temuan Eyes on the Forest, hanya 14% dari total kebun 
sawit di Riau yang bisa dianggap legal. Sementara itu 86% berstatus ilegal 
dan berada di di kawasan hutan, mulai dari hutan lindung, hutan produksi, 
dan area konservasi.

Jika sawit masuk kategori tanaman hutan, satwa yang tinggal di dalam hutan 
juga akan dirugikan. Salah satunya adalah satwa karismatik, seperti gajah 
sumatra (Elephas maximus sumatranus) dan harimau sumatra (Panthera tigris 
sumatrae). 

Di Tesso Nilo, misalnya, hilangnya habitat gajah menyebabkan lenyapnya 
sumber makanan bagi satwa tersebut. Sementara itu diketahui setidaknya 
24 ekor gajah mati di Riau dalam rentang 2015-2020 akibat konversi hutan 
menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. 

Jika sawit jadi tanaman hutan. Konversi hutan untuk perkebunan sawit gak 
akan dianggap sebagai deforestasi. Hal ini tentu saja akan menghilangkan 
kejahatan korporasi dalam kasus kebun sawit dalam kawasan hutan. Selain itu 
upaya untuk mengurangi kerugian negara akibat hilangnya pajak karena sawit 
dikembangkan dalam kawasan hutan akan jadi sia-sia. Pun secara biologis, 
tanaman sawit gak bisa dikategorikan ke dalam tanaman hutan karena siklus 
hidupnya, kondisi alam dan intensitas pengelolaannya berbeda dengan 
tanaman hutan.

Untuk itu, Jikalahari bersama jaringan Eyes on the Forest membuat 
petisi kepada Presiden Joko Widodo, Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan serta Kantor Staf  Presiden untuk menolak sawit 
menjadi tanaman hutan. Hingga saat ini petisi di www.change.org/
tolaksawitjaditanaman telah mencapai 870 dukungan publik.
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7.	 Perhutanan Sosial 

Hingga Desember 2021, luas realisasi Perhutanan Sosial (PS) di Riau 
mencapai 127.411,36 hektar yang terbagi dalam 83 unit PS dan Kulin KK. 
Sedangkan usulan PS Jikalahari yang belum mendapatkan izin mencapai 
76.159,55 hektar yang terbagi dalam beberapa kabupaten di antaranya:

Bengkalis
•	 HD Bantan Timur 800,13 ha
•	 HD Bantan Sari 745,92 ha
•	 HD Buruk Bakul 2.225 ha

Siak 

•	 HD Dayun 1.200 ha
•	 HD Dosan 400 ha
•	 HD Rawa Mekar Jaya 4.970 ha

Pelalawan

•	 HD Segati 18.883,5 ha

Kuansing

•	 HD Giri Sako 6.848 ha 

Indragiri Hulu

•	 HD Langsat 2.543 ha
•	 HD Usul 1.353 ha

Indragiri Hilir

•	 HD Kuala Gaung 3.426 ha 
•	 HD Terusan Kempas 1.628 ha
•	 HD Teluk Merbau 377 ha
•	 HD Pulau Cawan 2.784 ha
•	 HD Bolak Raya 1.349 ha
•	 HD Igal 1.757 ha
•	 HD Simpang Gaung 24.870 ha
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8.	 Konflik

a.	 Masyarakat Pantai Raja dengan PTPN V 

Persoalan perampasan lahan dengan PTPN V terjadi di Desa Pantai 
Raja sejak 33 tahun yang lalu. Di mana pada 1984 PTPN V datang 
ke Pantai Raja tanpa ada dialog langsung membabat kebun karet 
masyarakat. Pada 1999 pasca reformasi, terjadi dialog dan kesepakatan 
bahwa pihak PTPN V mengakui bahwa terdapat lahan milik 
masyarakat adat Pantai Raja seluas 150 hektar berada dalam inti kebun 
PTPN V, namun hingga kini tak kunjung dikembalikan.

Masyarakat adat Pantai Raja telah berjuang sejak lama dan telah 
menyampaikan persoalan ini ke berbagai pihak. Pada 2019 
Komnasham RI merespon laporan masyarakat dan melakukan mediasi. 
Mediasi dilaksanakan pada 11 April 2019 di Kantor Bupati Kampar 
dan dihadiri PTPN V dan Pemkab Kampar. Kesepakatannya PTPN 
V akan membangunkan kebun masyarakat dengan pola KKPA dan 
bersama-sama mencari lahan.

Sudah beberapa kali survey lapangan bersama antara masyarakat dan 
PTPN V. Namun lagi-lagi tak ada tindaklanjut dari PTPN V. kemudian 
masyarakat melakukan aksi dengan menduduki lahan 150 hektar yang 
diakui oleh pihak PTPN V sebagai lahan masyarakat pada Agustus 
2020. Aksi tersebut  akibat PTPN V tak menjalankan hasil mediasi 
yang difasilitasi Komnas HAM.

Bukanya merespon tuntutan masyarakat, PTPN V melalui Direktur 
PTPN V, Jatmiko K Santosa justru menggugat masyarakat adat Pantai 
Raja sebesar Rp 15 milyar ke pengadilan negeri Bangkinang serta 
melaporkan ke Polda Riau.

Atas gugatan PTPN V Majelis hakim Riska Widiana, Sofya Nisra dan 
Ferdi menolak sebagian gugatan PTPN V, berupa: permintaan PTPN 
V membayar uang kerugian karena telah memblokir jalan, menduduki 
kebun dan menghalang-halangi aktivitas PTPN V sebesar Rp 4,5 
miliar plus Rp 10 miliar termasuk sita jaminan tidak terbukti, PTPN 
V meminta warga mengosongkan areal yang diduduki dan bila perlu 
meminta bantuan kepolisian atau pihak berwajib ditolak majelis karena 
saat sidang lapangan tidak lagi melihat aksi tersebut.



Advokasi Jikalahari 2021

27

b.	 PT Arara Abadi Menebang Kepungan Sialang Hutan Adat 
Bathin Sei Medang 

Pada 25 Februari 2021, Jikalahari bersama Datuk Batin dari Lembaga 
Adat Melayu Riau Kabupaten Pelalawan melakukan investigasi ke 
lokasi kepungan sialang yang ditumbang oleh PT Arara Abadi. Di 
lapangan tim melihat langsung Kepungan Sialang Ampaian Todung 
yang telah ditumbang oleh PT Arara Abadi seluas 2 ha. Dari informasi 
Batin, dalam Kepungan Sialang ini terdapat 27 batang pohon sialang 
yang berumur ratusan tahun (jenis kayu Kompe , Kulim, Keriung) 
yang menjadi tempat lebah bersarang, namun sekarang hanya tersisa 4 
batang pohon sialang.

Bukan hanya APP Grup yang musti membayar denda adat. Korporasi 
HTI di Pelalawan total 32 perusahaan dengan luas 518.922,64 yang 
terafiliasi dengan APP Grup milik Eka Tjipta Wijaya ada 7 perusahaan 
yaitu PT Arara Abadi, PT Balai Kayang Mandiri, PT Mitra Hutani Jaya, 
PT Putra Riau Perkasa, PT SPA, PT SPA Sinar Merawang dan PT SPA 
Serapung.

Sedangkan APRIL Grup milik Sukanto Tanoto ada 25 perusahaan 
yang terdiri dari CV Alam Lestari, CV Bhakti Praja Mulia, CV Harapan 
Jaya, CV Mutiara Lestari, CV Putri Lindung Bulan, KUD Bina Jaya 
Langgam, PT Bukit Raya Pelalawan, PT Hutani Sola Lestari, PT 
Madukoro, PT Merbau Pelalawan Lestari, PT Merbau Pelalawan 
Lestari, PT Mitra Kembang Selaras, PT Mitra Taninusa Sejati, PT 
National Timber Forest, PT Nusa Prima Manunggal, PT Nusa Wana 
Raya, PT RAPP, PT Riau Bina Insani, PT Rimba Lazuardi, PT Rimba 
Mutiara Permai, PT Rimba Peranap Indah, PT Selaras Abadi Utama, 
PT Siak Raya Timber, PT Triomas FDI, PT Tuah Negeri dan PT Uni 
Seraya.

c.	 Masyarakat Sakai dengan PT Arara Abadi

Pada 2 – 6 Mei 2021, Jikalahari melakukan investigasi konflik 
masyarakat adat Suku Sakai Batin Beringin dengan PT Arara Abadi 
di wilayah adat masyarakat adat sakai yang dikuasai PT Arara Abadi 
Dusun Suluk Bongkal, Desa Koto Pait Beringin, Kecamatan Talang 
Muandau, Kabupaten Bengkalis.
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Sekitar 30 warga adat Suku Sakai yang mayoritas perempuan melakukan 
protes dan perlawanan dengan cara menghalangi tindakan security agar 
tidak masuk merobohkan dan mencabut tanaman mereka. 

Protes dan perlawanan mereka justru mendapat tindakan kekerasan 
dari Security PT Arara Abadi. Beberapa masyarakat protes 
mempertahankan haknya mengalami luka-luka. Tidak ada yang 
menengahi kericuhan itu, polisi datang kelokasi setelah kericuhan itu 
sudah mereda.

Sebanyak 7 orang melaporkan tindak kekerasan tersebut ke Polsek 
Pinggir dengan didampingi oleh LBH Pekanbaru berdasarkan STPL 
Nomor: 70/IV/2021/SPKT/RIAU/BKS/SEK-PGR. 
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9.	 Forum Restorasi Gambut dan Mangrove

Untuk mendukung percepatan restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove 
di Indonesia 2021 – 2024, Koalisi Eyes On The Forest (EoF) meluncurkan 
platform Forum Gambut dan Mangrove (FGM). Forum ini mendorong 
masyarakat sebagai garda terdepan dalam restorasi gambut dan rehabilitasi 
mangrove untuk implementasi kebijakan perubahan iklim Indonesia

Untuk melakukan percepatan restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove, 
forum ini mendorong Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM)  
membuka partisipasi publik seluas-luasnya, sebab temuan EoF kelemahan 
terbesar BRG periode 2016 - 2020 berada di tingkat tapak. Selain itu  
Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) tidak optimal dan responsive 
mengimplementasikan peran koordinasi dan fasilitasi restorasi gambut. 

Platform ini mendukung target restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove 
yang dijalankan oleh BRGM, KLHK dan kementerian lainnya dengan tiga 
usulan di bawah. 

1.	 Membuka ruang pertisipasi publik dalam keikutsertaan pencapaian 
target restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove berdasarkan Perpres 
120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove;

2.	 Meningkatkan pelibatan dan peran serta masyarakat dalam 
perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi restorasi gambut 
dan rehabilitasi mangrove di Indonesia; 

3.	 Mensinergikan kepentingan pemerintah, masyarakat sipil dan 
komunitas dalam pencapaian restorasi gambut dan rehabilitasi 
mangrove di Indonesia.

Agenda retorasi gambut dan rehabilitasi mangrove merupakan jalan keluar 
untuk mengatasi perubahan iklim, bencana ekologis dan kesejahteraan 
masyarakat. Sepanjang 2021, Jikalahari bersama Bangun Desa Payung Negri 
(BDPN) dan Kelompok Study Lingkungan dan Masyarakat (Keslimasy) 
turut serta dalam agenda rehabilitasi mangrove di Indragiri Hilir dan 
Bengkalis. Lebih 10 ribu bibit mangrove telah di tanam di areal bekas  kebun 
kelapa masyarakat yang telah rusak akibat intrusi air laut di Indragiri Hilir 
dan di pinggir pantai Pulau Bengkalis.



Kolaborasi Tanpa Korporasi
Yang Baik Dijaga, Yang Rusak Diperbaiki

30

10.	 Kasus HTI Bersama Jaringan (PT TPL)

Jikalahari terlibat aktiv dalam melakukan advokasi melawan korporasi hutan 
tanaman industry (HTI) bersama jaringan se-Indonesia. Salah satunya konflik 
Masyarakat Adat Tano Batak dengan PT Toba Pulp Lestari (April Grup) di 
Sumatera Utara. 

Temuan investigasi Jikalahari, KSPPM dan AMAN Tano Batak pada 2 – 16 
Juni 2021,di sektor Tele, Habinsaran, Padang Sidempuan dan Aek Raja. 
PT TPL bekerja secara tidak sah (illegal), berada dan beroperasi di atas 
kawasan yang ditetapkan sebagai hutan lindung, HPK dan APL. Selain 
itu, pemberian izin PT TPL yang merujuk pada TGHK dijalankan dengan 
proses ketidakpatuhan terhadap amanat pengukuhan kawasan hutan, karena 
tidak melibatkan masyarakat adat di Kawasan Danau Toba. Hal tersebut 
bertentangan dengan peraturan Kehutanan dan Agraria di mana PT TPL 
seharusnya dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang 
berakibat pada tindakan pidana dan pencabutan perizinan berusaha.

Selain melakukan aktivitas secara  illegal, konflik sosial serta intimidasi dan 
kekerasan PT TPL terhadap masyarakat adat juga tinggi. Sepanjang 2020-
2021 saja, setidaknya terjadi 8 kali konflik dan menyebabkan korban 12 
orang dan 9 orang terlapor polisi. Selain itu, PT TPL juga mengintimidasi 3 
komunitas (Huta/Kampung)  untuk tidak bercocok tanam di atas wilayah 
adatnya dan merusak tanamannya.

Kehadiran PT TPL tak hanya sebabkan konflik dan kekerasan terhadap 
masyarakat. Penghancuran hutan yang tadinya hutan alam menjadi 
tanaman eukaliptus berdampak pada kerusakan lingkungan. Tidak hanya  
untuk masyarakat sebagai pemilik hutan,  tapi juga berdampak ke daerah 
lainnya. Seperti yang terjadi  Huta (kampung) Napa, Kecamatan Sipahutar, 
Kabupaten Tapanuli Utara setelah penghancuran hutan mereka yang 
dilakukan oleh PT TPL menyebabkan  sumber air minum “Aek Nalas” 
yang peruntukannya untuk sumber air minum masyarakat di desa dan juga 
kecamatan Sipahutar membuat air sering berlumpur dan kuning.

Kasus lain seperti Huta Natinggir, Nagasaribu, dan Natumingka, kerusakan 
hutan karena penebangan hutan alam oleh PT TPL berdampak pada sulitnya 
masyarakat mendapatkan air minum dan irigasi untuk persawahan. Kesulitan 
air menyebabkan sawah berubah fungsi.
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11.	 Peningkatan Kapasitas dalam AMDAL Pabrik PT Asia Pacific Rayon Merusak 
Hutan Alam

Gubernur Riau Syamsuar dan Kepala Dinas LHK Provinsi Riau diam-
diam menerbitkan izin lingkungan untuk pengembangan Riau Komplek 
membahayakan masyarakat dan mencederai komitmen Riau Hijau.

Izin lingkungan diberikan untuk kegiatan pengembangan Riau Komplek 
terdiri dari penambahan kapasitas produksi pulp dan dissolving menjadi 
5.800.000 ton/tahun, produksi board atau kertas karton sebesar 2.880.000 
ton/tahun. Penambahan kapasitas ini terkait pengembangan PT Asia Pasific 
Rayon (APR). 

Sebelumnya, pada 23 Desember 2020 telah dilaksanakan rapat terkait 
Penilaian Dokumen ANDAL dan Rencana Pengelolaan Lingkungan 
Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungang hidup (RKL-RPL) Rencana 
Pengembangan Riau Komplek PT RAPP yang ditaja oleh Dinas LHK 
Provinsi Riau. Salah satu tindak lanjutnya adalah akan melakukan kunjungan 
ke lokasi bersama masyarakat dan stakeholder lainnya untuk melihat 
peralatan pengendalian emisi dan limbah. Namun, RTL belum dilakukan, 
tiba-tiba izin lingkungan sudah terbit.

Penerbitan izin lingkungan itu sendiri tidak melihat masalah yang ada, di 
dalam ANDAL disebutkan, dengan produksi Riau komplek PT RAPP 
sekarang saja ada 20,83% masyarakat timbul penyakit dan terdapat 36% 
masyarakat menolak rencana peningkatan kapasitas poduksi.

Selain itu, hasil analisis Jikalahari melalui dokumen RKL-RPL, 
pengembangan ini akan menimbulkan dampak seperti, peningkatan 
kebisingan, terganggunya flora darat, penurunan kualitas air tanah, 
penurunan kualitas udara ambien akibat emisi gas buang dari cerobong, bau 
busuk, kualitas air dan dampak turunannya terhadap biota air, gangguan 
kesehatan dan presepsi masyarakat.

Analisis Jikalahari, untuk memenuhi kenaikan 2.650.000 ton/tahun produksi 
pulp dan dissolving (pulp larut) ada potensi penebangan hutan alam baru 
seluas 120.000 ha. Luas hutan yang cukup fantastis dan jadi ancaman 
terhadap hutan alam tersisa. Di tengah banyaknya bencana alam akibat 
rusaknya hutan, seperti banjir dan karhutla, tentu penebangan hutan alam 
akan memperparah perubahan iklim dan merusak lingkungan dan hutan 
gambut.
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12.	 Investigasi

a.	 PT Selaras Abadi Utama

Pada 25 Oktober 2021, Jikalahari bersama Gerakan Pemuda Peduli 
Pelalawan (GP3) dan masyarakat Desa Sungai Ara melakukan 
pengecekan lapangan terkait penutupan dan pelebaran sungai alam 
(Sungai Pinang) oleh PT Selaras Abadi Utama (SAU).

Penutupan dan pencucian Sungai Pinang serta anak Sungai Pinang 
(Sungai Temiang) oleh PT SAU melalui Vendor Mitra Mandiri Riau 
(MMR) dengan menggunakan satu unit alat berat jenis eskavator 
berwarna oranye yang ditandai tulisan “34” pada body eskavator.

GP3 dan masyarakat saat turun kelapangan pada 2 Oktober 2021 
melihat aliran Sungai Pinang sudah dalam keadaan tertutup dan 
tidak mengalir. Sehingga mereka mempertanyakan izin pencucian, 
penutupan Sungai Temiang dan Sungai Pinang kepada pekerja Vendor 
MMR di lapangan. Pekerja tersebut tidak mempu menjelaskannya, saat 
itu juga masyarakat meminta pekerjaan pencucian berhenti beroperasi 
sampai ada kejelasan izin dari pihak PT SAU.

Ketua GP3, Juhenri mengatakan pihak desa tidak ada 
memusyawarahkan terlebih dahulu kepada masyarakat untuk 
perubahan bentuk sungai alam tersebut. Menurutnya, penutupan 
sungai aliran Sungai Pinang, Sungai Temiang dan perubahan bentuk 
sungai tersebut menyebabkan Sungai Kampar tercemar limbah HTI 
PT SAU.

Juhenri mengaku, surat elektronik tidak hanya dilayangkan kepada 
Jikalahari saja. Persoalan penutupan aliran sungai alam tersebut juga 
sudah dilaporkan kepada pihak PT SAU, Gakkum DLH Pelalawan, 
DPRD Pelalawan, Formasi Riau Nurul Huda, Ahli Lingkungan Dr. 
Elviriadi, dan Siti Nurbaya. 

Selain bertemu dengan masyarakat, tim juga bertemu dengan Kepala 
Desa Sungai Ara mengatakan, “Terkait pencucian Sungai Pinang ini 
atas permintaan desa, yang mana desa mengajukan permohonan tata 
kelola air untuk pencegahan api kepada pihak PT SAU, jadi pencucian 
Sungai Pinang itu murni permintaan dari desa.” 

Ketua GP3, Juhenri menuntut penegakan hukum untuk PT SAU 
terkait penutupan dan pencucian aliran air sungai alam, Sungai Pinang, 
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Sungai Temiang di Desa Sungai Ara, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten 
Pelalawan. Karena PT SAU telah merusak lingkungan dan merubah 
bentuk fisik sungai alam.

b.	 PT Wana Subur Sawit Indah 

PT Wana Sawit Subur Indah (WSSI) merupakan salah satu perusahaan 
yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang mempunyai 
areal kerja izin usaha perkebunan dengan SK. Menteri Pertanian 
Nomor : 579/Kpts/HK.350/Dj.Bun/VII/2001 seluas 5.720,63 Ha. 

Pada 23 Maret 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Provinsi Riau menerbitkan keputusan tentang Izin 
Pemanfaatan Kayu (IPK)  Nomor: Kpts.18/DPMPTSP/2021 Tentang 
Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Dalam Rangka Penyiapan Lahan Untuk 
Penanaman Kelapa Sawit Pada Areal Kerja Izin Usaha Perkebunan PT 
Wana Subur Sawit Indah.

Pada 26 Juli 2021 Jikalahari mendapatkan informasi adanya 
penolakan masyarakat Desa Buantan II atas kehadiran PT WSSI 
yang akan menebang pohon akasia dalam izin konsesi PT WSSI dan 
menimbulkan konflik. 

Peta temuan potensi hutan alam areal izin usaha perkebunan PT WSSI
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Pada 27 Juli 2021 Jikalahari melakukan pengecekan citra satelit. Hasil 
pengecekan bahwa terdapat Hutan Alam dalam Izin Pemanfaatan Kayu 
(IPK) PT WSSI.

Investigasi dan pemantauan ini dilakukan pada 31 Juli – 4 Agustus 2021 
dalam konsesi PT WSSI, Desa Buatan I dan Buatan II, Kecamatan 
Koto Gasib, Kabupaten Siak.

Dari analisis GIS pada peta kawasan hutan Provinsi Riau SK.903/
MENLHK/SETJEN/ PLA.2/12/2016 yang di overlay dengan wilayah 
administrasi, Perda 10 Tahun 2018  dan data temuan tim di lapangan.

Dari hasil investigasi, berdasarkan peta kawasan hutan Provinsi 
Riau SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 yang di overlay 
dengan wilayah administrasi, Perda 10 Tahun 2018  dan temuan tim 
dilapangan, Tim menemukan potensi hutan alam pada kasawan areal 
Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT WSSI, dan tanaman akasia liar dalam 
areal IUP PT WSSI.

13.	 Pantauan Persidangan

a.	 PT Gandaerah Hendana

Jikalahari bersama Senarai melakukan pemantauan persidangan PT 
Gandaerah Hendana (GH) yang terlibat kasus Karhutla di Kabupaten 
Indragiri Hulu.

Sidang berlangsung 13 kali terhitung sejak 1 September 2021 hingga 
10 November 2021 yang diketuai oleh Hakim Ketua Nora Gaberia 
Pasaribu bersama anggotanya Maharani Debora Manullang dan 
Mochamada Adib Zain.

HGU PT GH terbakar 580 ha di Desa Seluti, Kecamatan Lirik, 
Kabupaten Indragiri Hulu, selama 21 hari pada September 2019. Di 
lokasi, sama sekali tak tersedia segala macam sarpras untuk mencegah 
maupun mengendalikan kebakaran. Bahkan tak ada perintah untuk 
memadamkan api oleh pimpinan perusahaan pada regu tanggap 
darurat. Pemadaman justru dilakukan oleh anggota Polsek Lirik, TNI, 
Manggala Agni, MPA serta tim pemadam kebakaran perusahaan yang 
bersempadan.



Advokasi Jikalahari 2021

35

Jikalahari mengapresiasi majelis hakim PN Rengat: Nora Gaberia 
Pasaribu, Maharani Debora Manullang dan Mochamad Adib Zain, 
karena telah memvonis PT Gandaerah Hendana secara penuh 
melanggar Pasal 98 ayat (1) UU 32/2009 dengan pidana denda Rp 8 
miliar serta pidana tambahan Rp 208 miliar. Majelis nyatakan, PT GH 
yang diwakili Direktur Utama Jeong Seok Kang, sengaja melakukan 
perbuatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup.

b.	 PT Wana Subur Sawit Indah (WSSI) & PT Gelora Sawit Makmur 
(GSM)

Jikalahari bersama Senarai melakukan Pemantauan Sidang di ruang 
sidang Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak 1 September 2020 
hingga 26 Januari 2021. Ada 20 kali persidangan atas kasus Karhutla 
oleh PT WSSI dan PT GSM.

GSM dan WSSI terbukti bersalah, karena lalai melindungi kebunnya 
sehingga terjadi kebakaran yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. 
Mereka dihukum dengan Pasal 99 Ayat (1) jo Pasal 116 Ayat (1) Huruf  
a UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup. Acep menjatuhkan pidana denda masing-masing Rp 3 miliar, 
pidana tambahan Rp 52 miliar dan Rp 40 miliar.

Berdasarkan fakta hukum yang dibacakan majelis, GSM dan WSSI lalai 
karena tidak melengkapi sarana dan prasarana. Peralatan dalam gudang 
PT WSSI antara lain, mesin pompa air 3 buah; selang hisap 4 rol; 
selang keluar 27 rol dan 3 di antaranya rusak; 2 unit eskavator merek 
komatsu rusak; 1 unit zonder rusak; 1 unit teropong dan menara api 
dalam kondisi roboh. Kanal dan embung juga kering.

Berdasarkan PP 4/2001 dan Permentan 5/2018, sarana prasarana 
tersebut sangat tidak memadai. PT GSM bahkan tidak memiliki sarpras 
sama sekali. Perusahaan itu bergantung pada WSSI yang kenyataannya 
justru tidak memenuhi kewajibannya sendiri. Selain itu, kedua 
perusahaan juga tidak memiliki sumberdaya manusia yang mencukupi, 
seperti regu pemadam kebakaran. Bahkan, sejak awal, kedua 
perusahaan tidak memiliki Rencana Kerja Pembukaan dan Pengolahan 
Lahan Perkebunan (RKPPLP).
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c.	 PT Duta Swakarya Indah

Sepanjang 2021, Jikalahari bersama Senarai juga melakukan 
pemantauan kasus Karhutla di ruang sidang PT Duta Swakarsa Indah 
(DSI) sejak 18 Januari 2021 hingga 24 Mei 2021 di Pengadilan Negeri 
Siak Sri Indrapura dengan terdakwa Misno Bin Karyorejo dan PT DSI.

Hasil musyawarah hakim Rozza El Afrina, Mega Mahardika dan 
Farhan Mufti Akbar menyatakan kedua terdakwa terbukti salah 
melanggar dakwaan alternatif  kedua jaksa. Yakni Pasal 99 Undang-
Undang 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup. Keduanya dihukum denda Rp 1 Miliar, Misno penjara 1 tahun 
dan biaya pemulihan lingkungan Rp 4 Miliar.

Para terdakwa bersalah karena lalai dan alpa sehingga mengakibatkan 
dilampauinya baku mutu kerusakan, air, air laut dan udara. Mereka 
tidak melakukan perlindungan lahan usaha, mencukupi sarana 
prasarana, membangun sistim deteksi dini, standart oprasional 
prosedur penanganan Karhutla dan juga perangkat organisasi. Serta 
tidak membuat pelatihan dan pendidikan kepada petugas pemadam. 
Karena kebutuhan itu tidak terpenuhi, api tidak terdeteksi dan sulit 
terkendali. Akibatnya fungsi kimia dan fisik tanah juga rusak.

d.	 Jikalahari gugat PT Padasa Enam Utama 

Jikalahari dan Senarai melakukan pemantauan persidangan 23 Agustus 
2021 hingga 9 Desember 2021 atas gugatan Jikalahari kepada PT 
Padasa Enam Utama.

Sidang ini telah berlangsung delapan kali, tidak termasuk e-court. 
Jikalahari gugat Padasa karena telah melawan hukum berupa, merusak 
dan merambah hutan. Dengan cara menanam kelapa sawit, mendirikan 
bangunan, menduduki dan menguasai kawasan hutan di luar izin. 
Sekitar 1.768 ha berada dalam kawasan hutan yang dapat dikonversi 
(HPK) dan lebih kurang 611 ha berada dalam kawasan hutan lindung 
Bukit Suligi.

Padasa membantah membuka hutan lindung Bukti Suligi dan menanam 
sawit di atasnya. Lahan yang dijadikan kebun sawit berasal dari tanah 
ulayat Desa Siberuang dan Desa Gunung Malelo, Kecamatan XIII 
Koto Kampar, Kampar, Riau. Setelah gagal mediasi, masing-masing 
pihak ajukan bukti surat. Jikalahari tujuh bukti surat sedangkan Padasa 
lebih seratus bukti. Sidang dilanjutkan, 30 Desember 2021.
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14.	 Illegal Logging

Pada 27 Mei 2021, Jikalahari melaporkan dugaan tindak pidana lingkungan 
hidup dan kehutanan; Illegal logging di Areal Hutan Alam Kawasan Cagar 
Biosfer Giam Siak Kecil ke Bareskrim Polri dan Gakkum Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Laporan ini merupakan hasil investigasi Jikalahari Pada 6 – 20 Maret 202. 
Di lokasi tim menemukan beberapa tumpukan kayu olahan yang berasal 
dari kegiatan illegal logging di areal hutan alam kawasan zona inti Cagar 
Biosfer Giam Siak Kecil - Bukit Batu. Pada kordinat 101°56’ 29,129”E - 
1°11’22,731”N ditemukan kebaradaan Sawmill yang masih aktif  beroperasi 
mengolah kayu-kayu hasil illegal logging.

Laporan ini langsung ditindaklanjuti oleh Gakkum KLHK dan Polda Riau. 
Pada 25 Oktober 2021, Tim Balai Penegakan Hukum KLHK Wilayah 
Sumatera dan Komando Resor Militer 031/Wirabima menyita 18 meter 
kubik kayu yang diduga berasal dari Cagar Biosfer Giam Siak Kecil, 
Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Selain mengamankan kayud ilegal, 
petugas juga menahan tiga sopir truk. Mereka yakni HD, S dan HS, serta 
dua kernet JH dan OS yang saat ini telah dibawa di Kantor Seksi II Balai 
Gakkum KLHK Wilayah Sumatera, Pekanbaru. 
 
Penangkapan ketiganya berasal dari laporan masyarakat tentang penebangan 
kayu ilegal di Cagar Biosfer Giam Siak Kecil, Kecamatan Siak Kecil, 
Kabupaten Bengkalis.

Lalu pada 15 November 2011, Polda Riau ungkap aktivitas illegal logging di 
Kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil. Polisi menangkap dua orang yang 
diduga sebagai pemodal. Selain menangkap dua pelaku ilehal logging, di 
lokasi, tim gabungan menemukan 42 rakit kayu yang sudah diolah dan 78 
rakit kayu log atau kayu yang belum diolah, 510 batang kayu log dan 185,35 
kubik kayu olahan. 

Kemudian ada juga 1 unit mobil truck colt diesel warna kuning, nopol BG 
8735 BC yang diatasnya terdapat kayu olahan sebanyak 137 keping.
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15.	 Aksi Kasus PT BMI

Pada 30 September 2021, Jikalahari dan Senarai melakukan aksi di Kantor 
Kejati, Provinsi Riau, mendesak Jaksa Agung ST Burhanuddin mengambil 
alih penanganan perkara  kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) PT Berlian 
Mitra Inti (BMI) yang telah gagal ditangani oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) 
Riau. 

PT BMI terbakar pada Maret 2020 seluas 94 hektar di Kampung Jambai 
Makmur, Kecamatan Kandis, Siak. Penyelidikan baru dimulai lima bulan 
kemudian hingga penetapan tersangka 11 Maret 2021. Hingga kini 
perkembangan penanganan kasus masih belum jelas. 

Pada Juni lalu, status hukum PT BMI baru masuk tahap satu lalu berkas 
dikembalikan jaksa ke penyidik polisi Polda Riau sebab berkasnya belum 
lengkap. Lalu Agustus, berkas masih dikatakan belum lengkap. Kini berkas 
sudah diserahkan kepada jaksa namun belum ada kelanjutannya.

Padahal Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Instruksi Presiden No 
3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan yang 
menginstruksikan kepada salah satunya Kejaksaan dan Kepolisian untuk 
mengefektifkkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran 
hutan dan lahan sekaligus pembayaran ganti rugi sesuai dengan tingkat 
kerusakan atau akibat yang dibutuhkan. Naik untuk rehabilitasi, pemulihan 
kondisi hutan dan lahan atau tindakan lain yang diperlukan serta pengenaan 
sanksi administrasi sesuai ketentuan.

Hasil penelusuran Eyes on the Forest (EoF) PT BMI tidak memiliki izin 
pelepasan kawasan hutan dan HGU. Areal kebunnya berada di Kecamatan 
Kandis, Kabupaten Siak dengan perkiraan luas 765 ha berdasarkan analisis 
Citra SPOT 2015. Hasil overlay areal yang dikelola PT BMI dengan kawasan 
hutan berdasarkan SK 173/Kpts-II/1996 dan SK 7651/Menhut-VII/
KUH/2011, seluruh areal kebun PT BMI berada pada kawasan hutan pada 
fungsi HPK. 

Namun setelah terbitnya SK 878/Menhut-II/2014, 29 September 2014, 
tentang Kawasan Hutan di Provinsi Riau, areal PT BMI yang sebelumnya 
merupakan HPK telah berubah menjadi APL seluas 744 hektar. Sisanya 21 
hektar masih berada pada HPK. 

Hasil Analisis Pansus Monitoring dan Evaluasi Perizinan dalam Upaya 
Memaksimalkan Penerimaan Pajak Serta Penertiban Perizinan dan Wajib 
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Pajak Provinsi Riau yang dibentuk DPRD Provinsi Riau pada 2015 
menemukan ada potensi pajak yang belum dibayarkan PT BMI yang 
mengelola areal seluas 15 hektare untuk Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 
Rp 16.875.000, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp 45.000.000, dan Rp 
1.480.000 untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) / Tahun. Dari hasil 
temuan pansus ini juga dipastikan PT BMI sama sekali tidak memiliki izin 
untuk mengelola areal untuk dijadikan perkebunan.

Dari pengalaman Senarai untuk memantau sidang perkara Karhutla di Siak, 
penetapan tersangka PT Wana Subur Sawit Indah dan PT Gelora Sawita 
Makmur sampai masuk persidangan hanya perlu 8 bulan. Sedangkan PT 
Duta Swakarya Indah menghabiskan waktu 1 tahun satu bulan. Kini PT BMI 
baru masuk tahap I saja sudah menghabiskan 1 tahun 6 bulan. 

Atas dasar semua ini, sudah seharusnya Kejaksaan Agung mengambil alih 
kasus ini. Dan Jaksa Agung perlu mengevaluasi kinerja Kepala Kejati Riau. 
Ini sesuai dengan perkataan Burhanuddin,  12 agustus lalu pada pembukaan 
Pendidikan dan pelatihan Pembentukan Jaksa ke 78, “Saya butuh jaska yang 
pintar dan berintegritas”.

****
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1.	 Peran Penting Partisipasi Publik Pasca Putusan Uji Formil UU Cipta 
Kerja 

Pertama, dua hal pertimbangan MK, penyusunan UU Cipta Kerja tidak sesuai 
dengan UUD 1945 dan UU 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 
Perundangan. Namun pertimbangan terpenting, berkaitan dengan partisipasi 
publik yang diabaikan pemerintah. Akhirnya makna partisipasi publik bukan 
saja dimaknai pemerintah hanya sekedar membuat forum dan mengundang 
organisasi atau masyarakat terdampak lalu aspirasi dan suaranya diabaikan.

IV
analisis
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Namun aspirasi dan suara publik tak sekedar didengarkan, tapi harus 
dilibatkan dalam proses pembahasan sebuah produk hukum. 

Jikalahari memaknai proses partisipasi publik dalam produk hukum juga 
harus dilibatkan di dalam pembahasan peraturan pemerintah, peraturan 
presiden, peraturan menteri, peraturan gubernur hingga peraturan bupati 
atau peraturan lembaga lainnya.

Pengalaman Jikalahari, saat pemerintah daerah menyusun Ranperda RTRWP 
Riau 2016 – 2036, Jikalahari terus memberikan masukan dan kritik terhadap 
rancangan yang telah disusun. Temuannya, Ranperda RTRWP ini akan 
menguntungkan korporasi, menyebabkan deforestasi, memperbesar konflik 
masyarakat yang kehilangan tanahnya, menimbulkan kerusakan gambut dan 
akibatkan karhutla berkepanjangan. Bahkan Jikalahari menemukan adanya 
mal administrasi dalam penyusunan Ranperda ini. Namun kritik dan saran 
Jikalahari diabaikan hingga Ranperda RTRWP disahkan pada 2018. 

Jikalahari mengajukan Judicial Review terhadap Perda ini, dan pada 3 
Oktober 2019 Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Jikalahari dan 
menyatakan Pemerintah Provinsi Riau dan DPRD harus memperbaiki Perda 
RTRWP Riau sesuai dengan gugatan yang diajukan.

Kedua, putusan MK salah satunya memerintah Pemerintah untuk 
menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan 
berdampak luas serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana 
baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja.

Jikalahari memaknai ‘kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas’ 
termasuk Menteri LHK mereview izin korporasi Hutan Tanaman Industri 
(HTI) yang menguasai hutan tanah masyarakat adat, merusak habitat 
flora dan fauna serta mencemarkan dan merusak lingkungan hidup dan 
kehutanan, harus segera dilakukan karena korporasi HTI masuk dalam objek 
vital nasional. Sebab aktivitas dan operasional korporasi HTI di lapangan 
masuk dalam kategori berdampak luas terhadap kehidupan makhluk 
ekologis. Menteri LHK harus segera menghentikan selama 2 tahun pelayanan 
kepada korporasi HTI sebagai wujud menaati putusan MK. 

Ketiga, Pemerintah dan DPR RI wajib mengundang masyarakat terdampak, 
akademisi dan CSO yang concern dan memiliki rekam jejak melakukan 
kerja dan advokasi yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan kehutanan, 
agrarian dan pada isu perubahan iklim dalam perbaikan formil sebagaimana 
perintah putusan MK.
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2.	 Korupsi Pertanahan, Kembar Siam Korupsi Kehutanan dan 
Pertambangan

Setelah munculnya korupsi pertanahan, menyempurnakan kejahatan maha 
dahsyat di Riau selain korupsi kehutanan dan pertambangan. Ketiga korupsi 
ini dibongkar oleh KPK yang sesungguhnya mempermalukan Polda Riau 
yang tidak berani melawan kejahatan ekologis. 

Modus kejahatan pertanahan dalam kasus korupsi OTT Bupati Kuansing 
dan Karhutla PT Gandaerah memperlihatkan rantai perizinan sangat mudah 
dikorupsi berkaitan dengan perpanjangan maupun pengurangan luasan 
HGU perusahaan sawit.

Dua perusahaan ini terafiliasi dengan Samsung Group dan Mahkota Group, 
menunjukkan kejahatan dalam bentuk korupsi dilakukan oleh aktor yang 
punya modal besar dan jejaring dengan kekuasaan (white collar crime). 

Modus – modus ini juga terjadi di korupsi kehutanan dan pertambangan 
yang melibatkan taipan Sukanto Tanoto (APRIL Group) dan alm Eka Tjipta 
Wijaya (APP Group) di sektor kehutanan dan elit politik di sektor tambang 
yang melibatkan Sofyan Basir mantan Dirut PLN dan Politisi DPR RI Idrus 
Marham dan Eni Maulani Saragih. 

 Meski dalam OTT Kuansing KPK akhirnya menetapkan GM PT AA 
sebagai tersangka, KPK perlu memperdalam hingga menetapkan pemilik 
atau beneficial ownership PT AA sebagai tersangka. Karena yang dilakukan 
GM PT AA atas kebijakan dari owner PT AA.

3.	 KLHK Cabut Izin Korporasi HTI di Riau

Munculnya kembali peristiwa konflik dan perusakan hutan dan lingkungan 
hidup yang dilakukan PT Arara Abadi (APP Group) di Pelalawan dan 
Bengkalis serta PT Selaras Abadi Utama (APRIL Group) di Pelalawan 
menunjukkan ketidakpatuhan mereka terhadap kebijakan KLHK yang telah 
melakukan aksi koreksi berupa pengenaan sanksi terhadap korporasi HTI 
namun di lapangan performa korporasi HTI tidak berubah, justru APP dan 
APRIL meningkatkan kapasitas produksi naik 4,2 juta ton (150%) dan 2,8 
juta ton (89%) per tahun.

Tindakan pencabutan izin oleh Menteri LHK adalah jalan terbaik setelah 
pengenaan sanksi adminsitratif  tidak dipatuhi oleh korporasi.  
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4.	 Tolak Sawit Jadi Tanaman Hutan

Pertama, isu sawit jadi tanaman hutan ini merupakan kepentingan dari 
perusahaan – perusahaan besar demi menghilangkan kejahatan mereka 
yang sudah terlanjur menanam sawit dalam kawasan hutan. Ini upaya 
mereka untuk mengurangi kerugian negara akibat pajak yang tidak mereka 
bayarkan karena menanam sawit dalam kawasan hutan tanpa izin. Akademisi 
pengusung sawit jadi tanaman hutan ini juga merupakan akademisi yang 
kerap membela perusahaan  sawit terlibat tindak pidana dalam persidangan, 
baik kasus karhutla ataupun menanam sawit dalam kawasan hutan. 

Kedua, sawit jadi tanaman hutan juga akan memicu deforestasi besar-besaran 
di kawasan hutan, menghancurkan habitat bagi satwa dilindungi seperti gajah 
sumatra (Elephas maximus sumatranus) dan harimau sumatra (Panthera 
tigris sumatrae) yang sudah terancam punah. Ini juga akan meningkatkan 
konflik antara manusia dan satwa, karena hilangnya sumber makanan akibat 
konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit dalam skala yang masif.

Ketiga, jika sawit jadi tanaman hutan, konversi hutan menjadi perkebunan 
sawit tak lagi dianggap deforestasi. Padahal secara biologis, tanaman sawit tak 
bisa dikategorikan ke dalam tanaman hutan karena siklus hidupnya, kondisi 
alam dan intensitas pengelolaannya berbeda dengan tanaman hutan.

5.	 RUU Provinsi Riau

Berkaca pada putusan MK terkait uji formil UU Cipta Kerja yang 
menempatkan partisipasi publik sebagai hal yang penting dalam pembahasan 
produk hukum, dalam pembahasan RUU Provinsi Riau, harus diberlakukan 
pemaknaan partisipasi publik yang substansial. Jikalahari bersama koalisi 
telah mengirimkan draft RUU Provinsi Riau ke Gubernur dan sudah 
diserahkan ke Panja DPR RI. Termasuk masyarakat terdampak yang 
berkaitan dengan perampasan hutan tanah oleh korporasi, wajib diundang 
dan bukan sekedar didengar oleh DPR RI.

6.	  Menjaga yang Baik, Memperbaiki yang Rusak

Gerakan kolaborasi antara CSO, seniman dan pemerintah salah satu cara 
Jikalahari untuk bersama-sama menyelamatkan hutan alam yang tersisa 
di Riau terutama di kawasan konservasi. Gerakan awal ini yang dilakukan 
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di Taman Nasional Zamrud (TNZ) Siak dan Taman Nasional Tesso Nilo 
(TNTN) di Pelalawan, punya makna penting untuk generasi mendatang. 

TNZ yang masih berhutan alami dengan keanekaragaman hayatinya yang 
berlimpah, symbol untuk dijaga, dirawat dan dilestarikan dengan model 
kelola berbasis masyarakat adat dan tempatan. TNTN yang 70 persen hutan 
alamnya telah rusak karena dirambah oleh cukong dan korporasi sawit 
termasuk HTI adalah model kelola berbasis masyarakat melalui penataan 
kawasan hutan yang telah dibentuk tim kerja oleh Menteri LHK sejak 2016 
hingga kini. 

Zamrud – Tesso Nilo yang dibungkus dalam pagelaran Forest Art sempena 
Hari Ibu pada 22 Desember 2021 yang langsung dihadiri Siti Nurbaya, 
Menteri LHK yang juga memberikan legalitas kepada dua taman nasional 
tersebut sebagai upaya agar Menteri LHK dan jajarannya tidak melupakan 
partisipasi publik dalam upaya perlindungan lingkungan hidup dan 
kehutanan.

Hadirnya komunitas kesenian dalam Forest Art semata-mata untuk mengajak 
generasi muda peduli dan sadar akan pentingnya pelestarian lingkungan 
hidup dan hutan atas dampak perubahan iklim.

7.	 Riau Hijau Kok Menanam?

Gubernur Riau Syamsuar membanggakan Riau Hijau dengan 
mengumumkan telah mendistribusikan dan menanam 1.649.870 bibit untuk 
mengembalikan kelestarian alam menuju Riau Hijau. Apa yang dilakukan 
Syamsuar kini, bertolak belakang dengan pernyataannya saat menggagas 
konsep Riau Hijau.

Pada 4 November 2020 dalam siaran persnya di mediacenter.go.id, Syamsuar 
mengatakan, “Program Riau Hijau bukan hanya sekedar menanam pohon, 
namun bagaimana kita eksis mendorong pengabdian dan pembangunan 
daerah yang berwawasan lingkungan.”

Jikalahari menilai tindakan Syamsuar yang berfokus pada jumlah penanaman 
pohon tidak memenuhi komitmen Riau Hijau yang diusung saat kampanye 
dan jadi program andalan 100 hari kerja Gubernur Riau. Padahal Riau Hijau 
yang sebenarnya dan disampaikan sendiri oleh Syamsuar adalah hendak 
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memperbaiki tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan di Riau serta 
pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan. 

Syamsuar juga menerjemahkan Riau Hijau ke dalam Pergub Nomor 9 Tahun 
2021 tentang Riau Hijau. Sayangnya, saat penyusunan Pergub Riau Hijau ini 
minim partisipasi publik, sehingga isu-isu krusial terkait masyarakat adat dan 
tempatan di sekitar hutan belum menjadi prioritas dalam rencana aksi Riau 
Hijau. Selain itu, Syamsuar juga tidak bijak dalam pembentukan Forum Riau 
Hijau dengan memasukkan korporasi sebagai bagian dari forum. Padahal 
korporasi adalah penyebab kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan serta 
konflik yang terjadi di Riau.

 

8.	 Mandeknya Perhutanan Sosial di Riau 

Luas perhutanan sosial di Riau hingga Desember 2021 baru mencapai 
127.411,36 ha dari 1 juta ha atau 12,7 persen dari target PIAPS yang 
ditetapkan oleh KLHK. Lambannya realisasi di Riau karena  sejak putusan 
Mahkamah Agung atas Judicial Review Perda RTRWP Riau pada 3 Oktober 
2019 terkait pemanfaatan kawasan hutan untuk PS dan penggunaan kawasan 
hutan untuk TORA sebelum mendapat rekomendasi dari Gubernur terlebih 
dahulu dilakukan pembahasan bersama DPRD, hingga saat ini belum juga 
diperbaiki. 

Bukannya memperbaiki Perda RTRWP Riau untuk mempercepat realisasi PS, 
Gubernur Riau justru menerbitkan Izin Kemitraan Kerjasama antara Dinas 
LHK Provinsi Riau dengan PT Bumi Laksamana Jaya (BLJ) pada lokasi 
yang telah diajukan usulan perhutanan sosial dan telah di verifikasi tekhnis 
oleh Balai PSKL Sumatera. Padahal PT BLJ tidak punya pengalaman dalam 
pengelolaan hutan dan terbukti terlibat korupsi dana penyertaan modal 
Pemerintah Kabupaten Bengkalis ke BUMD yang merugikan negara senilai 
Rp 265 miliar pada 2016. 

9.	 Drama Illegal Logging Kapolda Riau

Pada 15 November 2021, tiba-tiba Kapolda Riau Irjenpol Agung Setya Imam 
Efendi “membongkar” illegal logging di Cagar Biosfer Giam Siak Kecil (GSK) 
dan menemukan pelakunya (Mat Ari alias anak Jendral). Mat Ari salah satu 
cukong besar di GSK, “ini adalah untuk menjaga kelestarian. Akan kami 
kejar kaki tangan yang terlibat sampai tuntas. Mari sama-sama kita jaga alam 
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kita dan cagar biosfer GSK ini,” kata Agung Setya pada 17 November 2021.

Belum sempat “mengejar kaki tangan yang terlibat sampai tuntas” pada 
17 Desember 2021 Agung Setya digantikan oleh Irjenpol M. Iqbal sebagai 
Kapolda Riau melalui telegram Kapolri.

Jikalahari mencatat drama ala Agung Setya juga dilakukan oleh Kapolda-
Kapolda sebelumnya. Ujung-ujungnya rebut di media massa, pelaku 
utamanya atau aktor intelektualnya tidak pernah ditangkap oleh Polda Riau.

Illegal logging yang masih terus terjadi di Cagar Biosfer GSK juga 
menunjukkan gagalnya praktik HTI yang mengelilingi GSK sebagai bumper 
perlindungan. Polda Riau harusnya juga memeriksa dan menyelidiki 
keterlibatan konsesi HTI atas tindakan illegal logging di GSK.

****
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Performa korporasi HTI yang kembali merusak hutan dan tanah merampas 
ruang dan hidup masyarakat adat dan tempatan tak layak lagi diberikan sanksi 
administratif  oleh pemerintah, saatnya izinnya dicabut untuk dijadikan wilayah 
kelola.

V
kesimpulan dan rekomendasi
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Munculnya korupsi pertanahan, kembali menunjukkan pengaruh modal 
korporasi yang menyuap Bupati Kuansing Andi Putra adalah bentuk lemahnya 
pengawasan dalam rantai perizinan pertanahan. Pun dalam perkara Karhutla 
Gandaerah yang memunculkan rawannya korupsi pengurangan izin pertanahan. 
KPK jangan hanya berhenti pada GM PT AA yang telah menjadi tersangka, 
perlu mengejar penerima manfaat dan membongkar dugaan korupsi PT 
Gandaerah Hendana. Juga membongkar modus pengurangan dan perpanjangan 
hak guna usaha korporasi di sektor perkebunan sawit.

Hutan alam yang telah dihancurkan korporasi segera dihentikan dengan cara 
cabut izin korporasi. Hutan alam yang tersisa di luar izin korporasi yang masih 
tersisa di kawasan konservasi perlu segera dijaga dan diselamatkan dengan model 
kolaborasi tanpa melibatkan korporasi.

Rekomendasi:

1.	 Presiden Jokowi segera mencabut izin korporasi HTI dan 
memerintahkan Kapolri menuntaskan mafia tanah yang melibatkan 
korporasi sawit.

2.	 Presiden Jokowi mengevaluasi atau memecat Menteri ATR/BPN atas 
praktik korupsi perpanjangan maupun pengurangan areal HGU yang 
berdampak pada penegakan hukum di sektor pencemaran dan perusakan 
lingkungan hidup (karhutla).

3.	 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mereview izin-izin HTI 
yang setiap tahun terus menerus melakukan perusakan dan pencemaran 
lingkungan hidup termasuk merampas hutan tanah masyarakat adat dan 
tempatan.

4.	 KPK membongkar praktik-praktik korupsi pertanahan yang melibatkan 
korporasi sawit dalam rantai perizinan pertanahan yang rawan di korupsi, 
salah satunya modus perluasan dan perpanjangan HGU.

5.	 Kapolda Riau berhentilah bermain drama illegal logging. Segera tetapkan 
tersangka aktor intelektual pelaku illegal logging yang melibatkan pihak 
pemodal (kejahatan kerah putih).

6.	 Gubernur Riau berhentilah menjadikan Riau Hijau hanya gimik dan 
simbol seolah-olah dengan terbitnya Pergub Riau Hijau, kondisi hutan 
tanah di Riau baik-baik saja. Gubernur Riau harus segera komit dan 
menjalankan perbaikan tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan 
sebagai wujud Riau Hijau.

****
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